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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan khalifah yang ada di muka bumi ini. Dalam 

ajaran Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan 

amanah dari Allah SWT agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk 

kesejahteraan bersama. Secara umum tugas manusia sebagai khalifah 

adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejateraan dalam kehidupan serta 

tugas pengabdian atau ibadah. Sebagai seorang muslim yang baik sudah 

menjadi kewajiban untuk memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara 

seimbang. Bukanlah muslim yang baik, mereka yang meninggalkan urusan 

dunia demi kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk 

urusan dunia. Penyeimbang antara aspek dunia dan akhirat tersebut 

merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam. Perpaduan unsur 

materi dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistem perekonomian lain, 

baik kapitalis maupun sosialis. Namun tidak ada yang meragukan peran 

sistem kapitalis dalam mengefisienkan produksi. Peran sistem sosialis 

dalam upaya pemerataan ekonomi pun sangat berharga. Akan tetapi kedua 

sistem tersebut telah mengabaikan pemenuhan kebutuhan spiritual yang 

sangat dibutuhkan manusia.  

Sejalan dengan hal tersebut, perbankan syariah hadir di tengah-

tengah masyarakat Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim untuk 
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menjadi lembaga keuangan yang berupaya menyeimbangkan antara urusan 

dunia dengan akhirat. Bank syariah sering disamakan dengan bank tanpa 

bunga. Adapun bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit 

dari bank syariah, ketika operasionalnya bebas dari bunga. Bank syariah, 

selain menghindari bunga juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada 

kesejahteraan sosial. 

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-undang 

No. 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum 

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit 

kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri 

yag melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor  cabang pembantu syariah dan/ atau unit 

syariah.
1
   

Perbankan Syariah merupakan lembaga intermediary dan penyedia 

jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, 

khususnya yang bebas bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang 

produktif seperti perjudian/maysir bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan 

                                                 
1
M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal 97 
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meragukan/gharar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan 

usaha yang halal.  

Perbakan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai 

mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal dan 

mempunyai kewajiban untuk menawarkan pembiayaan kepada investor 

pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan 

syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu 

interest-feecurrent and saving accounts dan investment accounts yang 

berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) antara pihak bank 

dengan pihak depositor. Sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di 

dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan seperti mudharabah, 

musyarakah, istisna’, salam, dan lain-lain.
2
 

Bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan 

perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. Kendati belum mencapai 

5% seperti yang direncanakan dalam Cetak Biru Perbankan Syariah 2002 

untuk dicapai pada tahun 2011, aset bank syariah terhadap total 

keseluruhan Bank adalah 4,91% pada Desember 2013. Nilai ini lebih dua 

kali lipat dibanding pangsa pasar Bank Syariah terhadap total Bank yang 

sempat mengalami penurunan 4,69% kendati aset bank syariah terus 

meningkat. Ini menunjukkan pada saat itu pertumbuhan bank 

konvensional lebih tinggi dari bank syariah. Kondisi ini tentu harus 

                                                 
2Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008) hal 1-2 
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menjadi perhatian semua pihak yang berkeinginan mengembangan industri 

perbankan syariah di tanah air.
3
 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 

2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa dengan prinsip bagi 

hasil bank syariah dapat menciptakan investasi yang adil karena semua 

pihak saling bekerja sama maupun berbagi secara baik dalam hal 

keuntungan maupun dapat memberikan kepastian dalam pengembalian 

dana yang kurang pasti.
4
 

Adapun pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk 

pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian Islam 

berdasarkan prinsip bagi hasil, porsi isi mudharabah secara tepat dipahami 

sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat di 

terapkan oleh lembaga keuangan syariah. Prinsip mudharabah adalah 

salah satu skim inti dalam ekonomi Islam produk perbankan syariah yang 

unik, karena pada prinsip ini terkandung perbedaan filosofis antara praktek 

sistem perbankan konvensional yang menganut sistem bunga (interest 

rate) dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi hasil 

keuntungan dan kerugian.
5
 

Kehadiran bank syariah dengan produk skim mudharabah sebagai 

pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan 

                                                 
3 Rizal Yaya, et. All., Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2016) hal 23 
4
Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 16 Juli 

2008, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 94 
5
Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008) hal 36 
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pendapatan masyarakat menengah bawah, yang pada akhirnya tujuan 

pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945. 

Akad mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan 

pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah 

pihak sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan mudharabah 

pemilik dana (shahibul maal) membiayai sepenuhnya atau 100% suatu 

usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha 

(mudharib). Pada saat terjadi keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai 

dengan kesepakatan sedangkan jika pengalami kerugian, jika kerugian 

bukan berasal dari kesalahan pengelola kerugian akan ditanggung oleh 

pemilik modal. Namun jika kerugian berasal dari faktor kesengajaan 

mudharib maka  kerugian akan ditanggung oleh mudharib. Adapun  secara 

prinsip akad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk 

saling membantu antara pemilik modal dengan pengelola.
6
 

Dalam literatur  fiqh sesungguhnya mudharabah tidak secara tegas 

disebutkan dalam al-Qur’an dan ditafsirkan sebagai pengertian dari 

mudharabah. Akar kata ini disebutkan sebanyak 58 kali. Sedangkan dalam 

sunnah, mudharabah diqiyaskan dengan muqaradhah salah satu dari tiga 

bentuk usaha yang mendapat keberkahan dari Allah. Untuk mempertegas 

dan melegalisasi mudharabah ini, kebanyakan mereka berpendapat bahwa 

mudharabah sering digunakan oleh Nabi ketika berdagang dengan 

                                                 
6
Muhammad Safi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2005) hal 11 
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sahabatnya. Sistem ini tidak dilarang oleh Nabi dan hal ini berarti Nabi 

membolehkannya.
7
 

Ketentuan mengenai akad mudharabah sendiri diatur dalam fatwa 

Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dimana di dalamnya 

memuat banyak ketentuan yang harus dilaksanakan. Diantaranya 

mengenai ketentuan umum , ketentuan hukum bentuk mudharabah, 

ketentuan sighat akad, ketentuan para pihak, nisbah bagi hasil, kegiatan 

usaha, ketentuan aktivitas dan produk lembaga keuangan syariah, dan 

ketentuan terkait ra’s al mal (Modal).
8
 

Maupun demikian akad mudharabah belum diatur secara rinci 

dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum positif dipandang 

sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh 

kepada dalil naqli maupun dalil aqli, penggunaan akad mudharabah 

tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya terkait antara 

sesama manusia saja tetapi terkait antara manusia dengan sang pencipta. 

Maka dalam menerapkan akad mudharabah, rukun dan syarat mutlak 

harus terpenuhi di setiap transaksi. Ketentuan tersebut secara khusus 

terpenuhi terkait dengan ketentuan rukun, penetapan syarat-syarat pihak, 

ketentuan modal, ketentuan nisbah bagi hasil/keuntungan, serta aspek 

kepercayaan dalam akad tersebut menjadikan akad mudharabah bersifat 

                                                 
7
Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2005) hal 5 
8
Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah: dsnmui.or.id diakses 8 April 2019. Pukul 20.00  

WIB 



7 

 

7 

 

amanah. Apabila salah satu rukun maupun syarat tidak terpenuhi berakibat 

batalnya akad mudharabah tersebut.
9
 

Akad mudharabah menjadi salah satu akad yang menarik banyak 

nasabah untuk menggunakannya. Terbukti, nilai simpanan anggota dari 

akad mudharabah mengalami kenaikan 3,99% pada awal tahun 2017 (Rp 

573.399.235,-) dan pada bulan April 2017 mengalami penurunan sebesar 

62,71% (Rp 226.229.575,-) dibanding bulan Maret pada tahun yang sama. 

Pada bulan-bulan berikutnya juga terus mengalami penurunan. Perlu 

dilihat bagaimana kondisi dana pihak ketiga (DPK) mudharabah pada 

lembaga keuangan non syariah di Blitar. (laporan Keuangan BMT). 

Jumlah Dana Pihak Ketiga mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah 

non Bank di Blitar cukup stabil jika dibandingkan dengan dana pihak 

ketiga mudharabah di Tulungagung Januari 2017 meningkat sebesar (Rp 

873.576.215,-) atau meningkat sebesar 5,98% dibanding bulan 

sebelumnya. Bulan-bulan berikutnya bersifat fluktuatif, namun penurunan 

terbesar pada bulan Juni sebesar 9,46%. (Laporan Keuangan BMT).
10

 

Akad mudharabah adalah akad yang menjadi dasar dari akad-akad 

yang ada di perbankan syariah, hal ini juga di dukung oleh pendapat dari 

ulama yang menyatakan bahwa akad mudharabah menjadi tulang 

punggung praktek perbankan syariah ataupun lembaga keuangan non bank 

yang menjalankan operasionalnya dengan berdasarkan prinsip syariah. 

                                                 
9
Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)  hal 178  

  10 Lantip Susilowati, et.all., “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Mudharabah Anggota 

dan Liability Lembaga Lain Terhadap Return on Equity (Study Pada Lembaga Keuangan Syariah 

Non Bank di Tulungagung dan Blitar”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol 5 No. 1 Juni 

2018, hal 134 
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Dengan demikian akad ini sudah lebih dahulu ada dibandingkan dengan 

akad lainnya. Dengan data yang sudah ada banyak nasabah yang 

menggunakan akad mudharabah dalam pembiayaan yang dijalankan 

meskipun sifatnya fluktuatif. Namun yang disayangkan masyarakat belum 

sepenuhnya mengetahui dengan mendetail akad yang dijadikan dasar 

untuk melakukan pembiayaan. Dengan segala penjelasan yang sudah ada 

maka peneliti menggunakan akad mudharabah untuk menjadi salah satu 

bahan penelitian. Adapun dalam praktek perbankan syariah akad 

mudharabah dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja. 

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha 

untuk memajukan dan memperluas bisnis yang dijalaninya. Misalnya 

untuk mengembangkan produksi, agar tidak kalah dengan para pesaing 

dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha 

lain yang menilai produk lebih unggul dan bervariatif.  

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan berjangka 

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu modal kerja 

syariah maksimum 1 tahun dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan.
11

 

Potensi pertumbuhan perbankan syariah di Jawa Timur masih 

sangat prospektif dan terbuka lebar, sehingga membuka peluang bagi bank 

dalam memberikan layanan syariah yang terbaik kepada masyarakat dan 

nasabah. Didirikan sejak tahun 2007 Bank Jatim Syariah menjadi salah 

                                                 
11

Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010) hal 234 
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satu perbankan syariah yang dapat bertahan di tengah persaingan dengan 

Bank syariah lain. Bank Jatim Syariah juga memiliki track record yang 

baik dalam pelayanan kepada nasabah, hal ini didasarkan kepada hasil self 

assessment dengan nilai komposit yang diperoleh Unit Usaha Syariah 

Bank Jatim adalah 2 dengan predikat “Baik/Good”. 

 Dengan permodalan yang nilainya cukup besar yakni Rp 600 

miliar dengan rencana dari Bank Jatim sebesar Rp 500 miliar, sedangkan 

Rp 100 miliar dari APBD Pemprov Jatim. Hal ini dilakukan oleh Pemprov 

Jatim dikarenakan mereka meyakini bahwa Bank Jatim Syariah berpotensi 

diminati masyarakat di kawasan Jawa Timur pada khususnya dan seluruh 

Indonesia pada umumnya.  

Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2017, Bank Jatim menjalankan 

kegiatan operasional syariah melalui 7 Kantor Cabang Syariah, 8 Kantor 

Cabang Pembantu Syariah, 7 Payment Point, serta 191 Kantor Layanan 

Syariah yang berada di 9 Kantor Cabang dan 152 Cabang Pembatu 

Konvensional.
12

  

Dengan demikian Bank Jatim Syariah sudah menjadi salah satu 

perbankan syariah yang banyak menarik minat masyarakat untuk 

mempergunakan produk mereka. Salah satunya dalam hal permodalan. 

Banyak dijumpai di daerah Blitar dan sekitarnya masyarakat yang 

memiliki usaha dan menjadikan Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah 

Blitar sebagai suartu perbankan syariah yang membantu dalam upaya 

                                                 
12

www.bankjatim.co.id diakses 8 April 2019 pukul 20:50 

http://www.bankjatim.co.id/
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penyediaan dana atau pembiaayan modal kerja. Akan tetapi, di sisi lain 

masih banyak dijumpai masyarakat atau nasabah yang sebenarnya belum 

begitu memahami praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-

prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha 

yang halal dalam bank syariah. Hal ini memerlukan adanya sosialisasi 

secara luas. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan kajian 

tentang “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan 

Modal Kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang akan menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana praktik akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di 

Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap praktik akad 

mudharabah pada pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Cabang 

Pembantu Syariah Blitar? 

3. Bagaimana kontribusi dari pembiayaan modal kerja dengan akad 

mudharabah di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah Blitar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis praktik pelaksanaan akad mudharabah pada 

pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah 

Blitar. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan akad mudharabah pada 

pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah 

Blitar. 

3. Untuk mengetahui kontribusi dari pembiayaan modal kerja dengan 

akad mudharabah di Bank Jatim Cabang Pembantu syariah Blitar. 

D. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga kerja, penulis 

memberikan batasan penelitian dengan tujuan agar masalah yang diteliti  

tidak terlalu luas. Adapun penelitian ini hanya membahas mengenai 

praktik pelaksanaan dan prosedur akad mudharabah pada produk 

pembiayaan modal kerja serta meneliti kesesuaian antara praktik 

pelaksanaannya dengan dasar hukum transaksi mudharabah yaitu 

berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank Jatim Capem Syariah 

Blitar. Juga mengetahui seberapa besar peranan pembiayaan modal kerja 

dengan menggunakan akad mudharabah untuk nasabah ataupun 

masyarakat yang menggunakan jenis pembiayaan tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan pihak-pihak yang berkaitan secara spesifik, manfaat yang 

dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:  

 

 

 



12 

 

12 

 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan 

pembahasan mengenai masalah yang hampir sama dengan yang 

diteliti sekarang. 

b. Untuk pengembangan penelitian di lembaga keuangan syariah. 

2. Secara praktik  

a. Dengan membaca tulisan yang dibuat oleh peneliti diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Jatim Cabang Pembatu 

Syariah Blitar dalam kegiatan operasionalnya sudah menggunakan 

prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah sekaligus 

penyedia jasa mampu bertahan di tengah banyak bermuculan 

perbankan syariah baru yang ada di Indonesia.  

b. Menjadi literatur atau sumber pengetahuan bagi calon nasabah 

ataupun yang sudah menjadi nasabah Bank Jatim Syariah 

3. Secara akademik 

a. Tulisan ini dibuat dengan salah satu tujuannya untuk memberikan 

pengetahuan dan menambah kebendaharaan referensi bagi Fakultas  

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Tulungagung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi 

oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan 

konteks pembahasan yang sama. 

 



13 

 

13 

 

F. Definisi Operasional 

1. Secara Konseptual 

Dalam penegasan konseptual ini penulis bermaksud menyelaraskan 

pemikiran atau istilah-istilah penting dengan tujuan agar menghindari 

adanya kesalahpahaman dalam penelitian yang dibuat. 

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).
13

 

b. Penerapan adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam 

teori.
14

 

c. Akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk 

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, 

talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual 

beli, sewa, wakalah, dan gadai.
15

 

d. Pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak 

perbankan dalam rangka melayani kebutuhan dana nasabah. 

e. Perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang 

berdasarkan prinsip syariah hukum Islam yakni bersumber kepada 

Al-Qur’an dan hadits dimana tugasnya adalah mengimpun dana 

nasabah yang surplus dan menyalurkan kepada nasabah yang 

                                                 
13

https://kbbi.web.id>analisis diakses 9 April 2019 
14

https://kbbi.web.id>penerapan diakses 9 April 2019 
15

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 

35 
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defisit dimana berupaya menghindari maysir, gharar, riba 

merupakan suatu hal yang diwajibkan.
16

 

f. Modal kerja adalah suatu keadaan dimana terdapat nasabah dengan 

kondisi keuangan tertentu yang memiliki usaha yang sedang 

berjalan dengan kurun waktu minimal 6 bulan yang menginginkan 

penambahan produksi dan mengajukan permohonan sejumlah dana 

kepada perbankan. 

g. Pembiayaa modal kerja syariah yakni suatu pembiayaan berjangka 

yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan 

modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu 

modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang 

sesuai dengan kebutuhan. 

h. Akad mudharabah adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak 

yang satu berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan 

pihak satunya sebagai pengelola dana (mudharib) mereka 

melakukan kerjasama dengan prosentase modal 100% dari pemilik 

dana dan akan dikelola oleh mudharib dengan ketentuan jika 

mendapatkan keuntungan maka akan ada porsi atau nisbah bagi 

hasil yang telah disepakati (biasanya 60 : 40)
17

 

i. Ijab dan qabul adalah suatu bentuk jalinan/ikatan yang dilakukan 

oleh dua pihak untuk menjalin suatu kerjasama. 

                                                 
16

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal 1 
17

Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Yogyakarta: BPFE 

Yogyakarta, 2005), hal. 13 
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j. Riba adalah tambahan sejumlah dana dimana perolehannya melalui 

jalan yang bathil. 

k. Shahibul mal ialah seorang yang berperan sebagai pemilik dana 

l. Mudharib ialah seorang yang bertugas mengelola dana dari seorang 

pemilik dana.
18

 

2. Secara Operasional 

Dalam operasionalnya Bank Jatim Cabang Pembantu Syariah 

Blitar menyadari jika tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah atau 

intermediary berupaya menghimpun dana dari nasabah dan 

menyalurkan kembali kepada nasabah dengan menggunakan berbagai 

macam jenis pembiayaan. Mulai dari modal kerja, multiguna syariah, 

KPR syariah dan masih banyak lainnya. Dimana atas akad-akad 

tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai dengan 

porsi yang sudah disepakati.  Dari dana yang terkumpul tadi akan 

disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan salah 

satunya untuk keperluan modal kerja. Modal kerja yang dimaksudkan 

digunakan nasabah untuk memperluas atau menambah jumlah 

produksinya. Dari pembiayaan yang diberikan tersebut antara bank dan 

nasabah pembiayaan juga melakukan akad kerjasama dimana nasabah 

akan mengembalikan sejumlah dana dengan kurun waktu maksimal 1 

tahun yang dapat di perpanjang dengan porsi bagi hasil yang telah 

disepakati. 

                                                 
18 Ibid., hal 14 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang isi keseluruhan 

penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir 

penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal penelitian ini meliputi: halaman sampul atau cover 

depan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran dan abstrak. 

2. Bagian Inti 

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I :        PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan mengenai  

latar  belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, definisi 

operasional dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :        KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini berisi kajian pustaka yaitu sebagai     

kerangka untuk menganalisis temuan data pada bab 

empat, yang terdiri dari tinjauan umum akad, 

pembiayaan mudharabah, praktik pembiayaan 
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mudharabah dalam perbankan syariah, dan penelitian 

terdahulu serta kerangka berfikir. 

BAB III :       METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini berisi metode penelitian yaitu 

analisis  teoritis mengenai suatu cara atau metode 

yang sistematis terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban yang 

memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian. 

BAB IV :        HASIL PENELITIAN 

Pada bab empat ini membahas mengenai data dan    

temuan penelitian. 

BAB V :        PEMBAHASAN 

Di bab lima ini membahas mengenai hasil penelitian  

dari pembahasan dari bab IV tentang Analisis 

Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan 

Modal Kerja di Bank Jatim Cabanng Pembantu 

Syariah Blitar. 
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BAB VI:          PENUTUP 

  Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-

saran dari keseluruhan pembahasan dalam penulisan 

skripsi. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-

lampiran dari pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat 

persetujuan penelitian, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar 

riwayat hidup, dokumentasi penelitian, formulir pembiayaan modal 

kerja dengan akad mudharabah, brosur pembiayaan, dan form kendali 

bimbingan skripsi. 

 

 


